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PUTUSAN
Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Bn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
yang dilangsungkan secara elektronik (e-litigasi) telah menjatuhkan putusan

dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1771065507680002, tempat dan tanggal lahir,
Bengkulu, 15 Juli 1968, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota
Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38223,
nomor handphone 082xxxxxx563, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan alamat
email xxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1702221207720005, tempat dan tanggal lahir,
Tanjung Sakti, 12 Juli 1972, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian lepas,
tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi
Bengkulu, Kode Pos 38221, (belakang gereja
Advent), nomor handphone 082xxxxxx918, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti

di persidangan;
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DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November
2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara
elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor
842/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal hari dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai
berikut:
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan
Tergugat pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2017 di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota
Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta
Nikah Nomor : 45/11/11/2017 pada tanggal 07 Februari 2017;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah
Janda dengan 3 (tiga) orang anak dan Jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup
membina rumah tangga bersama di rumah kontrakan yang beralamat di
Jalan Salak 3, Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota
Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4, Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah
bergaul, namun belum dikaruniai orang anak:

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun,
kemudian sejak Oktober tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat;

- Tergugat malas bekerja;

- Tergugat merasa cemburu ketika Penggugat bersanding dengan mantan
suami Penggugat,;

- Tergugat sering mengungkit apa yang sudah diberikan kepada Pengugat

dan keluarga Penggugat;
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- Tergugat pernah megancam mau menghancurkan isi dagangan
Penggugat,;
- Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat dan anak bawaan
Penggugat kurang baik;

6. Bahwa pada September tahun 2021 terjadi puncak perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena
pada saat itu Penggugat baru pulang dari tempat jualan, ketika
Penggugat sampai di rumah kontrakan Tergugat langsung menarik tas
Penggugat sambil berkata mana duit, mana hasil jualan selama ini, aku
nggak tau mana untung, mana ruginya . Ketika itu antara Penggugat dan
Tergugat saling tarik menarik tas Penggugat, kemudian Penggugat
berkata sambil menangis uang memang ada pak, tapi untuk banyar
kontrakan, untuk bayar kredit tv, apalagi rokok bapak dari situ juga,
segala kebutuhan rumah tangga ini belum dibayar pak, itu juga untuk
modal jualan besok . Sehingga pada akhirnya Penggugat pasrah
menyerahkan tas Penggugat, dan ditinggalkan Penggugat sholat, namun
saat Tergugat melihat Penggugat sholat, Tergugat tidak jadi mengambil
uang di tas Penggugat. Keesokan harinya Tergugat menyewa mobil pik
up untuk mengangkut semua barang-barang yang ada di tempat jualan
dan yang ada di rumah kontrakan, sehingga Pengggugat hanya pasrah
sambil menangis. Dihari itu juga Tergugat menagih uang yang dulu
pernah Tergugat pinjamkan terhadap Penggugat saat sebelum menikah
dengan Penggugat, Penggugat langsung mencari tempat pinjaman
karena Tergugat memberikan jeda waktu, dan Tergugat mengancam
Penggugat, apabila tidak segera dibayar Tergugat akan menghancurkan
semua isi warung Penggugat, saat itu juga Penggugat langsung
membayar uang tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- dan dihari itu juga
Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, hingga sampai dengan
saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi.

sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
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rumah kurang lebih 1 tahun, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada
komunikasi lagi;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
belum pernah dilakukan upaya damai , oleh keluarga Tergugat dan
keluarga Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat
karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin
terwujud;

9. Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat
dengan nomor perkara : 712/Pdt.G/2024/PA.Bn, namun perkara tersebut
dicabut oleh Penggugat dengan;

10.Bahwa bedasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di
uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan
Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT),
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan

Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang

pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah

dipanggil secara sabh;
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Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat
untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Risnatul

Aini, S.H.l.,, M.H.) tanggal 2 Desember 2024 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha
mendamaikan, dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina

rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan
dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara a quo terdaftar secara e-court dan
sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan Court Calender (Jadwal
Persidangan secara Elektronik) perkara a quo;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat
didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah
hadir di muka persidangan, setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
Fotokopi surat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat,
Nomor 45/11/11/2017 tanggal 07 Februari 2017, bermeterai cukup dan
dinazegelen, aslinya dikeluarkan Oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulum (BUKTI-P);

B. Saksi:
1. SAKSI 1, Umur 41 tahun , Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan

Dagang, Beralamat di Bengkulu, ,di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman karyawan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
menikah pada tahun 2017, saksi hadir dalam pernikahannya
dengan status janda 3 anak dengan jejaka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah kontrakan di jalan Salak 3 Kelurahan Lingkar Timur
Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan belum dikaruniai
anak;

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
saksi lihat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
Tergugat malas bekerja, tidak memberikan nafkah yang cukup
kepada Penggugat , suka bercemburu berlebihan, serta suka
mengungkit setiapemberian , setiap perselisihan selalu mengancam
akan menghancurkan isi dagangan Penggugat;

- Bahwa puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan September 2023,
ketika Penggugat pulang dari berjualan Tergugat menarik tas
Penggugat memaksa meminta uang yang dipinjam Penggugat
kepada Tergugat dan ketika itu juga Tergugat menjatuhkanntalak
kepada Penggugat;

- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah
rumah dan sudah berlangsung selama 1 tahun dan tidak pernah
lagi bersatu dan tidak berkomunikasi;

- Bahwa pihak keluarga ada upaya menasehati namun tidak berhasil
bersatu kembali;

2. SAKSI 2, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga , bertempat tinggal di Kota Bengkulu,di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara sepupu;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
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- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
menikah pada tahun 2017, saksi hadir dalam pernikahannya
dengan status janda 3 anak dengan jejaka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah kontrakan di jalan Salak 3 Kelurahan Lingkar Timur
Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan belum dikaruniai
anak;

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
saksi lihat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
Tergugat malas bekerja, tidak memberikan nafkah yang cukup
kepada Penggugat , suka bercemburu berlebihan, serta suka
mengungkit setiapemberian , setiap perselisihan selalu mengancam
akan menghancurkan isi dagangan Penggugat;

- Bahwa puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan September 2023,
ketika Penggugat pulang dari berjualan Tergugat menarik tas
Penggugat memaksa meminta uang yang dipinjam Penggugat
kepada Tergugat dan ketika itu juga Tergugat menjatuhkanntalak
kepada Penggugat;

- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah
rumah dan sudah berlangsung selama 1 tahun dan tidak pernah
lagi bersatu dan tidak berkomunikasi;

- Bahwa pihak keluarga ada upaya menasehati namun tidak berhasil
bersatu kembali;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat

menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat

didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya
dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan inii;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan
untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam
proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian
tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah
diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,
maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal
tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan
menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;
Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh
Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka
berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara
Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah
menetapkan Court Calendar (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara
a quo;
Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah sejak bulan Oktober 2021 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana
tersebut dalam posita angka 5 gugatan Penggugat dan puncaknya sejak
bulan September 2021 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal dan hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun dan
pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini
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perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685
KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di
atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya
telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah telah memenuhi
syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa. Penggugat dengan
Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal
06 Februari 2017;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal Pasal 308 dan 309
R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri yang menikah pada 06 Februari 2017 dan hingga kini belum dikaruniai
anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan

Tergugat malas bekerja, tidak memberikan nafkah yang cukup kepada

Penggugat , suka bercemburu berlebihan, serta suka mengungkit
setiapemberian , setiap perselisihan selalu mengancam akan
menghancurkan isi dagangan Penggugat dan antara Penggugat dan

Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya, pihak keluarga
telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam
rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada

keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas
ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada 06 Februari 2017 dan hingga kini belum dikaruniai anak;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini
terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan
Tergugat selama lebih kurang 1 tahun dan tidak pernah berkumpul
kembali dalam rumah tangga;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali
Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil
karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan
Tergugat;

4, Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan
perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, vyaitu
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat
terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak

menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami
dan isteri terus menerus terjadi perselisihnan dan tidak ada harapan akan
rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah
(broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Rl Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang
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menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis
berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah
tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan
maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi
tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “a contrario” dari ketentuan
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an
surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Jazsled] lsiSauidlzlojl pSussl o oS) 315 Ol anl gos
09,50k poil ey s (8 0] daz 9 8390 pSiu

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah
tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan
akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan
mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal
ini sesuai pula dengan kaidah figh yang berbunyi sebagai berikut:

dlaoll cl> Gle paio sulaall 1)

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)
daripada mengambil kemaslahatan;
Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah
syar'iyyah dari Kitab Ghayatul Maram hal. 162 yang selanjutnya diambil alih

sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:
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wolddl ade @l lgzgi) azgill ak, exe awbl Slg
ololl ale(asll

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah

sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak

suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat
ulama dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman 248 yang selanjutnya diambil
alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

olSs zoill Wil gl azg )l diy uola)l sx) blocy caigl 151
of wolal j=eg lagllisol Gu b xiuzll plgs azo Blas ¥ lao s VI
aisly asll Lall Lagin MoV

Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di
hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami
dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan
kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan
hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat
menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada
hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini
perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak
berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;
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Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu)
dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah
perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan
pasal 119 ayat 2 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan
terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya
dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi
Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3
(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak
tanggal akta cerai atas perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang_Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI:
Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup
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Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7
Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh H.M. Sahri, S.H., M.H. sebagai Ketua
Majelis, Djurna'aini, S.H dan Rusdi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan
disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada
hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7
Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim
Anggota tersebut dan Delvi Puryanti, S.H.l., M.H., sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat secara

elektronik
Ketua Majelis,
H.M. Sabhri, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Djurna‘aini, S.H. Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Delvi Puryanti, S.H.l., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Rp 60.000,00
2. Proses Rp 100.000,00
3. Panggilan Rp 60,000,00
4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 230.000,00

(dua ratus puluh ribu rupiah);
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